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GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR  2  TAHUN  2013 

TENTANG 

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat, 

serta untuk memperoleh derajat kesehatan yang 

optimal  merupakan hak konstitusional warga 

negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 

1945, sehingga menjadi kewajiban bagi 

Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan 

daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan 

pengelolaan lingkungan hidup; 

b. bahwa peningkatan volume air limbah domestik 

yang dibuang di lingkungan Daerah Istimewa 

Yogyakarta berdampak pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan 

derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan 

manusia; 

c. bahwa pengelolaan air limbah domestik 

merupakan urusan pemerintah daerah sehingga 

perlu dilakukan secara sinergi, berkelanjutan dan 

profesional antara Pemerintah Daerah dengan 

Pemerintah Kabupaten/Kota dengan peraturan 

daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c 

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Pengelolaan Air limbah Domestik;  

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. 

Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 827); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Nomor 5059); 

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5339); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 

tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 

10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737); 

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 

16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi 

Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air 

Limbah Domestik Permukiman (KSNP-SPALP); 
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9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 

14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang; 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

DAERAH   ISTIMEWA  YOGYAKARTA 

dan 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR 

LIMBAH DOMESTIK. 

 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Air limbah domestik adalah air limbah bukan limbah bahan berbahaya dan 

beracun berupa buangan jamban, buangan  mandi dan cuci, serta buangan 

hasil usaha kegiatan rumah tangga dan kawasan permukiman, rumah 

makan (restoran), perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen dan asrama. 

2. Pengelolaan air limbah domestik adalah upaya yang sistematis, 

menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, 

memantau dan mengevaluasi penanganan air limbah domestik. 

3. Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPAL 

adalah tempat pengolahan air limbah domestik sehingga memenuhi baku 

mutu yang ditetapkan. 

4. Instalasi Pengolah Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah 

tempat pengolahan air limbah domestik lumpur tinja sehingga memenuhi 

baku mutu yang ditetapkan 

5. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah 

permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, 

rawa, danau, situ, waduk, dan muara. 
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6. Tangki septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah yang 

dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi yang 

berfungsi untuk merubah sifat-sifat air limbah agar air limbah dapat 

dibuang ketanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.  

7. Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur 

pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari 

satu jenis kegiatan tertentu. 

8. Perencanaan dalam pengelolaan air limbah domestik adalah proses 

kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara 

menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek non fisik (peran masyarakat, 

kelembagaan, legalitas dan pembiayaan) dan aspek fisik (teknis dan 

operasional) dalam pengelolaan air limbah domestik. 

9. Pembangunan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik 

adalah kegiatan pembangunan baru dan rehabilitasi prasarana dan sarana 

fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik 

domestik. 

10. Operasi dan pemeliharaan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah 

domestik adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan 

sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah 

domestik. 

11. Pemantauan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik 

adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu terhadap hasil 

pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik. 

12.  Evaluasi dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah 

kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi 

pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan air limbah domestik, 

untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja 

pengelolaan air limbah domestik. 

13. Sistem pembuangan air limbah setempatyang selanjutnya disebut sistem 

setempat adalah sistem pengelolaan air limbah domestik secara individual 

yang diolah dan dibuang ditempat.  

14.  Sistem pembuangan air limbah terpusat yang selanjutnya disebut sistem 

terpusat adalah sistem pembuangan air limbah ke jaringan pipa yang 

dialirkan kesatu tempat pengolahan untuk diolah sampai air limbah 

tersebut memenuhi baku mutu pada waktu  dibuang ke lingkungan, yang 

terdiri dari sistem terpusat berskala komunitas, kawasan, kota dan 

regional. 

15.  Sistem terpusat berskala komunitas adalah sistem terpusat dimana 

pengolahan air limbah domestiknya berasal dari buangan beberapa rumah 

di satu lingkungan permukiman dalam satu dusun/rukun tetangga dimana 

pengelolaannya diarahkan berbasis pada pemberdayaan masyarakat. 

16. Sistem terpusat berskala kawasan adalah sistem terpusat dimana 

pengolahan air limbah domestiknya berasal dari buangan satu atau lebih 

lingkungan permukiman dalam satu desa/kelurahan. 
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17.  Sistem terpusat berskala kota adalah sistem terpusat dimana pengolahan 

air limbah domestiknya berasal dari buangan kawasan permukiman, 

rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen dan 

asrama dari kota yang berada satu wilayah administrasi Kabupaten/Kota. 

18. Sistem terpusat berskala regional adalah sistem terpusat dimana 

pengolahan air limbah domestiknya berasal dari buangan kawasan 

permukiman, rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, hotel, 

apartemen dan asrama dari satu perkotaan lintas Kabupaten/Kota.  

19.  Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 

keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang 

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan 

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 

20.  Orang merupakan manusia pribadi dan badan hukum. 

21.  Masyarakat merupakan bentuk jamak dari orang yang merupakan 

manusia pribadi dan badan hukum. 

22.  Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. 

23.  Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan 

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

24.  Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. 

25.  Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Bantul, 

Kabupaten Kulon Progo,  Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan 

Kota Yogyakarta. 

26.  Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah 

Instansi yang membidangi prasarana dan sarana air limbah dan/atau 

Instansi yang membidangi lingkungan hidup. 

 

Pasal 2 

 

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas: 

a. tanggungjawab; 

b. kelestarian dan keberlanjutan; 

c. keterpaduan; 

d. keadilan; 

e. kehati-hatian; 

f. partisipatif; 

g. manfaat; 

h. tata kelola pemerintahan yang baik; dan 

i. pencemar membayar. 

 

Pasal 3 

 

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk : 


